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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pejabat umum adalah pejabat yang diberi tugas dan 

kewenangan dalam hal melayani kepentingan umum, dan kualifikasi 

tersebut diberikan sesuai dengan jasa profesi dan keahlian yang 

dimilikinya, pejabat umum memiliki kewenangan untuk 

menyelesaikan segala permasalahan yang ada sesuai dengan 

kapasitas yang dimilikinya dan karena keahliannya pejabat umum 

dipercaya untuk menyelesaikan segala urusan dan fenomena hukum 

yang saat ini semakin kompleks di masyarakat.1 

Terdapat beberapa pejabat umum yang memiliki kewenangan 

untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti tertulis terkait masalah 

pertanahan. Salah satunya ialah Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(selanjutnya disebut PPAT). Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum PP 

Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 24 tahun 

2006 (PP 24/2006) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan PPAT 

adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-

akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas 

tanah atau Hak Milik atas satuan rumah susun.  

Akta otentik merupakan salah satu alat bukti terkuat dan 

 
1 Yogi Priambodo dan Gunarto. 2017. “Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan 

Notaris Di Kabupaten Purbalingga.” Jurnal  Akta Vol. 4 No. 3 September: 331 
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terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan 

hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam Pasal 1868 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata diterangkan bahwa “suatu akta 

otentik adalah suatu akta yang sedemikian, yang dibuat dalam 

bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan 

pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta itu 

dibuat”.2  Berdasarkan Pengertian di atas dapat ditarik beberapa 

unsur, yaitu 1) Akta itu harus dibuat dan diresmikan dalam bentuk 

yang diatur dalam Undang-undang; 2) Akta itu dibuat oleh atau 

dihadapan seorang pejabat umum; 3) Akta itu dibuat di tempat 

dimana akta itu dibuat, maksudnya akta itu dibuat di tempat pejabat 

yang membuatnya.3 

Melalui akta otentik yang dibuat oleh PPAT diharapkan dapat 

menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian 

hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat menghindari terjadinya 

sengketa. Akta otentik merupakan alat bukti tertulis terkuat dan 

terpenuhi memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara 

secara murah dan cepat. Hal ini dikarenakan akta otentik yang dibuat 

oleh PPAT untuk membuat akta otentik yang mengikat secara hukum 

pada para pihak yang berkepentingan.4 

 
2 Subekti.R dan Tjitrosudibio. 2001.  Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya 

Paramita, hlm. 475. 
3 Irawan Soerojo. 2003. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia. Surabaya: Arkola, 

hlm.148 
4 Deviana Yuanitasari. 2017. “The Role Of Public Notary In Providing Legal Protection On 

Standar Contract For Indonesia Consumers.” Sriwijaya Law Review, Vol. 1 Issue 2, Juli: 179 
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 PPAT merupakan jabatan kepercayaan dari masyarakat, 

terutama para pihak yang membutuhkan jasa kantor PPAT dalam 

membuat akta otentik. Para pihak yang datang pada kantor PPAT 

dengan maksud dan tujuan yang jelas dan sesuai kenyataan, dimana 

dengan keterangan para pihak tersebut, para pihak menghendaki 

PPAT untuk  mengatasi permasalahan para pihak melalui perbuatan 

hukum yang dituangkan dalam sebuah akta otentik.5  Akta otentik 

yang dibuat oleh atau dihadapan PPAT, bukan hanya karena diatur 

pada peraturan perundang-undangan, melainkan juga karena 

Adanya kehendak dari para pihak dengan tujuan memastikan hak 

dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan 

perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan dan bagi 

masyarakat sekitar.6 

Akta yang dikehendaki oleh para pihak untuk dibuatkan oleh 

PPAT disebut akta pihak-pihak (partij akte).  Partij akte adalah akta 

yang dibuat oleh PPAT berdasarkan kehendak para pihak yang 

datang menghadap PPAT untuk dibuatkan akta. PPAT dalam hal 

membuat partij akte hanya mencantumkan kehendak dari para pihak 

dalam suatu akta otentik, maka tanggung jawab terhadap isi akta 

adalah menjadi tanggung jawab para pihak dan PPAT tidak 

 
5 Ghansam Anand. 2018. Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia 

Group, hlm. 15 
6 Toni Abdullah. 2021. “Tanggung jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam 

Pembuatan Akta Jual Beli Hak atas Tanah berdasarkan Surat Kuasa Mutlak (Studi Kasus Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 321/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel)”, Tesis. Palembang: 

Program Studi Magister Kenotariatan fakultas hukum Universitas Sriwijaya, hlm .7 
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bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuatnya.7  PPAT hanya 

mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan 

oleh para penghadap ke dalam akta. PPAT tidak dapat bertanggung 

jawab secara hukum apabila terhadap akta yang dibuatnya ternyata 

kemudian dapat dibuktikan mengandung keterangan palsu 

mengenai objek yang terdapat dalam akta yang telah diterangkan 

dan dibuktikan secara formil dari para penghadap.8 Tanggung jawab 

PPAT dapat timbul apabila adanya kesalahan yang dilakukan di 

dalam menjalankan suatu tugas jabatan dan kesalahan itu 

menimbulkan kerugian bagi orang lain/ para penghadap yang minta 

jasa pelayanan PPAT, artinya untuk menetapkan seorang PPAT 

bersalah yang menyebabkan penggantian biaya, ganti rugi, dan 

bunga, disyaratkan bilamana perbuatan melanggar hukum dari PPAT 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban 

tersebut dapat dilihat dari sudut pandang administratif, keperdataan 

maupun dari sudut pandang hukum pidana.9 

Pasal 53 ayat (3) jo. Pasal 54 ayat (2) Perka BPN RI Nomor 1 

Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (Perka BPN RI 1/2006)  yang menyatakan bahwa 

 
7 Almira Octavia. 2022. “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Pejabat Pembuat 

Akta Tanah dalam Pembuatan Akta Jual beli Tanah yang terdapat data yang dipalsukan oleh 

Penghadap”, Tesis. Palembang: Program Studi Magister Kenotariatan fakultas hukum Universitas 

Sriwijaya, hlm. 5 
8 Yovita CA,dkk. 2019. “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Berkaitan Dengan 

Dibatalkan Akta Jual Beli Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.” Jurnal 

Acta Diurnal, Vol.3 nomor 1, Desember : 95 
9 Ibid. 
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pembuatan akta PPAT dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) 

orang saksi, dimana para penghadap wajib memberikan kesaksian 

mengenai identitas dan kapasitas penghadap, kehadiran para pihak 

atau kuasanya, kebenaran data fisik dan data yuridis obyek 

perbuatan hukum dalam hal obyek tersebut sebelum terdaftar, 

keberadaan dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta, dan 

telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak 

yang bersangkutan. PPAT dalam Pembuatan Akta hanya berwenang 

melakukan pemeriksaan keabsahan sertifikat pada kantor 

pertanahan, dan dalam pembuatan akta, PPAT tidak diperbolehkan 

memuat kata-kata “sesuai dengan keterangan para pihak”, kecuali 

didukung oleh data formil.  

PPAT  diharuskan memiliki prinsip kehati-hatian dalam 

pembuatan akta  peralihan hak atas tanah untuk menghindari 

permasalahan dikemudian hari.10 PPAT dalam membuat akta hanya 

mempunyai kewajiban untuk menyatakan kehendak para pihak 

sesuai dengan kebenaran formil dan dan kebenaran materil terkait 

identitas para pihak, tetapi PPAT tidak diwajibkan memastikan 

kebenaran materiil terhadap objek akta. Kebenaran materiil 

terhadap objek akta merupakan kebenaran yang sebenar-benarnya, 

kebenaran yang hakiki, dan kebenaran yang riil, yaitu memastikan 

bahwa objek dalam akta tersebut tidak sengketa. 

 
10 Fredrik MS. 2017. “Peralihan Hak atas Tanah melalui Jual Beli menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.” Jurnal Lex Crimen, Vol. VI Nomor 1, Januari-Februari: 13 
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Dikuatkan dengan Penjelasan Umum Undang-undang nomor 2 

Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang nomor 30 tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), dinyatakan 

bahwa Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formil sesuai 

dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Pejabat Umum 

yang berwenang membuat akta otentik. Namun, Pejabat yang diberi 

kewenangan dalam pembuatan akta otentik tersebut mempunyai 

kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam akta 

sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak 

para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi 

jelas isi akta, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk 

akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi 

para pihak penandatangan akta. Berdasar pada Perkaban BPN RI  

1/2006 tersebut, tidak disebutkan bahwa PPAT wajib memastikan 

kebenaran materiil objek dari suatu akta yang dibuatnya karna 

Pembuatan Akta PPAT hanya berdasarkan data formil yang telah di 

cek kesesuaiannya dengan aslinya dan dituangkan oleh PPAT dalam 

bentuk Akta Otentik. 

Pengecekan sertipikat hak atas tanah juga dilakukan PPAT 

untuk memastikan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa 

hukum, tidak sedang dijaminkan, atau tidak sedang berada dalam 

penyitaan pihak berwenang. Sebelum dilakukan Peralihan hak atas 

tanah biasanya dilakukan pengecekan sertipikat terlebih dahulu oleh 

PPAT di Kantor Pertanahan setempat. Adapun hasil pengecekan 
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sertipikat tersebut harus dinyatakan sesuai dengan data yang 

terdapat pada buku tanah Kantor Pertanahan atau dengan istilah 

“aman dan bersih” dari sengketa dan tidak sedang dijaminkan, 

Sehingga oleh PPAT dilanjutkan ke proses Peralihan hak atas tanah. 

11 

Berdasarkan Penjelasan diatas, PPAT hanya bertanggung 

jawab untuk hal formil saja. Namun, pada praktiknya PPAT sering 

diikutsertakan pada perkara-perkara para pihak karena kesalahan 

PPAT, contohnya, PPAT yang membuatkan Akta Jual Beli para para 

pihak, namun Transaksi nya belum lunas, sedangkan PPAT 

mengetahui hal tersebut dikarenakan para pihak membuat PPJB di 

PPAT yang sama. Contoh lainnya, Untuk meminimalisir Pembayaran 

pajak, para pihak memanipulasi harga transaksi dan PPAT yang 

membuatkan akta mengetahui hal tersebut. Hal tersebut merupakan 

pelanggaran bagi PPAT, dan bisa menjadi pintu masuk untuk aparat 

penegak hukum untuk menyeret peran dan kewenangan PPAT dalam 

suatu kasus Sengketa Tanah maupun pertanggungjawaban secara 

administratif, perdata maupun  pidana.  

PPAT yang dikemudian hari mengalami suatu permasalahan 

hukum terkait akta yang dibuatnya mengandung cacat hukum sering 

dipanggil oleh aparat penegak hukum dalam rangka proses 

penegakan hukum, baik berkedudukan sebagai saksi, tersangka 

 
11 Chintya AP, dkk, 2018. “ Efektivitas Pengecekan Sertifikat terhadap Pencegahan Sengketa 

Tanah dalam Proses Peralihan Hak atas Tanah.” Jurnal akta, Vol. 5 nomor 1, Maret: 69 
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maupun terdakwa.12 PPAT digugat untuk membuktikan kebenaran 

materiil dari isi akta yang dibuatnya atas dasar PPAT tersebut 

membuatkan Akta Jual beli tersebut.  Untuk mengetahui 

Implementasi hukum dari tanggung jawab PPAT atas Kebenaran 

Materiil dari akta yang dibuatnya dan Pengaturan di masa mendatang 

mengenai Tanggung jawab hukum PPAT atas kebenaran materiil dari 

akta yang dibuatnya, maka dari itu Penulis berpendapat bahwa perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Tanggung jawab 

hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah dari akta yang dibuatnya” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Permasalahan diatas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut; 

1. Bagaimana Pengaturan mengenai Tanggung jawab hukum 

Pejabat Pembuat Akta Tanah atas kebenaran materiil dari akta 

yang dibuatnya? 

2. Bagaimana Pengaturan hukum di masa mendatang mengenai 

Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah atas kebenaran 

materiil dari akta yang dibuatnya ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah ; 

1. Menganalisis Pengaturan mengenai Tanggung jawab hukum 

 
12 Teresia D,Lilik M, Udin N. 2016-2017. “Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Pembuat 

Akta Tanah dalam Pembuatan Akta Otentik. Jurnal Penelitian Hukum Legalitas. Vol.10, No. 2, 

Agustus-Januari: 119 
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Pejabat Pembuat Akta Tanah atas kebenaran materiil dari akta 

yang dibuatnya. 

2. Menganalisis Pengaturan hukum di masa mendatang 

mengenai Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah atas 

kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Dapat memberi Informasi yang dapat dijadikan pengetahuan 

bagi mahasiswa lain tentang Pengaturan mengenai Tanggung 

jawab hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah dari akta yang 

dibuatnya.  

Menjadi Bahan atau Pedoman dalam menambah Ilmu 

Pengetahuan mengenai Tanggung jawab hukum Pejabat 

Pembuat Akta Tanah atas  kebenaran materiil dari akta yang 

dibuatnya. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Penulis  

Tulisan Ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk 

mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas 

Hukum Universitas Sriwijaya. Dan tulisan ini juga 

bermanfaat sebagai karya ilmiah Penulis dalam menambah 

pengetahuan mengenai hal yang telah dibahas dalam 

Tulisan Ilmiah ini. 
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b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 

Fakultas hukum Unsri Diharapkan dapat menjadikan 

hasil penelitian ini sebagai bahan pustaka bagi mahasiswa 

lain guna menambah ilmu pengetahuan khususnya 

mengenai Tanggung jawab hukum Pejabat Pembuat Akta 

Tanah atas kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya 

Bagi pengguna jasa PPAT  

c. Bagi PPAT 

Tulisan Ilmiah ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

landasan berpikir dan informasi agar lebih berhati-hati 

dalam pembuatan akta. Khususnya pada objek dari suatu 

akta yang akan dibuatnya. 

d. Bagi Pengguna Jasa PPAT 

Tulisan ilmiah ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

seseorang pengguna jasa PPAT dalam hal pembuatan Akta 

mengenai objek dari isi akta yang akan dibuat di hadapan 

PPAT. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam pembahasan pada Penelitian ini, penulis membatasi 

pembahasan dalam tulisan ini guna menghindari adanya 

pelebaran pokok masalah agar penelitian yang dibuat penulis 

lebih terarah sehingga tujuan dari penelitian ini dapat  

terwujud dan tercapai. Dimana penulis membuat batasan 

masalah dalam penelitian ini mengenai Tanggung jawab 
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hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah atas  dari akta yang 

dibuatnya berkaitan dengan Kebenaran materiil. Kebenaran 

materiil yang dimaksud pada penelitian ini yaitu, kebenaran 

materiil yang merupakan pelanggaran dari para pihak yang 

diketahui oleh PPAT, contohnya menurunkan nilai transaksi 

pada akta peralihan hak untuk menekan angka pengenaan 

Pajak dan PPAT membuat akta peralihan hak yang objeknya 

belum lunas dan sebelumnya PPJB dibuat oleh PPAT yang 

sama. 

F.  Kerangka Teori 

1. Grand Theory 

Teori Kepastian Hukum 

Suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan 

diundangkan secara pasti sebab aturan tersebut mengatur 

dengan jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan adanya 

multitafsir dan tidak saling berbenturan atau menimbulkan 

konflik norma. Norma menekankan pada aspek “seharusnya” 

atau “das sollen” dengan menyertakan beberapa peraturan 

yang wajib dilaksanakan. aturan-aturan yang dibuat sebagai 

undang-undang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam 

berperilaku. kepastian hukum dimaknai bahwa seseorang 

akan mendapat sesuatu yang diharapkan dalam keadaan 

tertentu, kepastian diartikan sebagai kejelasan norma 
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sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat.13 

Gustav Radbruch mendefinisikan kepastian hukum 

merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Teori 

kepastian hukum yang dikemukakannya memuat empat hal 

mendasar yang memiliki kaitan erat dengan makna dari 

kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.14 

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa 

hukum positif ialah perundang-undangan.  

2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu 

dibuat berdasarkan pada kenyataan.  

3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus 

dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan 

menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau 

penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.  

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah 

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai 

kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu 

mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam 

masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun hukum positif 

tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum 

merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun 

 
13 Tata Wijayanta. 2014. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan dalam kaitannya 

dengan putusan kepailitan pengadilan Niaga.” Jurnal Dinamika Hukum., Vol. 14, Nomor. 2 Mei: 

219 
14 Satjipto Rahardjo. 2012. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19 
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ketetapan.15 

Unsur-unsur dari Teori Kepastian Hukum: 

1. Adanya peraturan yang mengatur 

2. dijadikan pedoman Masyarakat dalam bertindak. 

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis dan 

menjawab permasalahan mengenai Tanggung jawab Pejabat 

Pembuat Akta Tanah atas kebenaran materiil dari akta yang 

yang dibuatnya, teori ini juga digunakan untuk mengetahui 

peraturan-peraturan yang mengatur terkait Tanggung jawab 

Pejabat Pembuat Akta Tanah atas kebenaran materiil dari akta 

yang dibuatnya. 

2. Middle Range Theory 

Teori Pertanggungjawaban  

Kamus hukum mendefinisikan Tanggung jawab sebagai 

liability dan responsibility, istilah liability merujuk pada 

pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat 

kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan 

istilah responsibility merujuk pada pertanggungjawaban 

politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna 

tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab 

dimaknai dalam arti liability,16 sebagai suatu konsep yang 

 
15 Ibid. hlm.20 
16 Busyra Azheri. 2011. Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary. 

Jakarta: Raja Grafindo Press, hlm. 54 
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berkaitan dengan kewajiban hukum seseorang yang 

bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu. 

Dalam artian, seseorang itu dapat dikenakan suatu sanksi jika 

perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dalam 

penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, 

pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah 

dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, 

adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya 

pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; tidak ada 

kewenangan tanpa pertanggungjawaban.17 

Hans Kelsen, menyatakan bahwa konsep tanggung jawab 

hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum. 

Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan 

tertentu atau bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi 

bila perbuatannya bertentangan.18 Biasanya, jika sanksi 

ditujukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggung 

jawab atas perbuatannya sendiri. Subjek dari tanggung jawab 

hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum. Dalam 

teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk 

pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap 

tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan.19 

 
17 Ibid. hlm.352 
18 Munir fuady. 2009. Teori Negara Hukum Modern(Rechtstaat). Bandung: Refika Aditama, 

hlm.147 
19 Ibid. 
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Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab 

terdiri dari:20 

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu 

bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang 

dilakukannya sendiri; 

2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang 

individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran 

yang dilakukan oleh orang lain; 

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang 

berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab 

atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja 

dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan 

kerugian; 

4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa 

seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran 

yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak 

diperkirakan 

Unsur- unsur dari Teori diatas, yaitu: 

1. Adanya Subjek Hukum 

2. Adanya Kewenangan dari suatu perbuatan hukum 

Teori Tanggung jawab hukum digunakan untuk 

menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai 

 
20 Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien. 2006. Teori Hukum Murni. 

, Bandung: Nuansa & Nusa Media, hlm. 140. 
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Tanggung jawab hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah atas 

kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya.   

3. Applied Theory 

a. Teori Peristiwa Hukum 

Peristiwa hukum merupakan peristiwa yang akibatnya 

diatur oleh hukum atau tiap peristiwa yang mempunyai 

akibat hukum. ada tiga kelompok peristiwa hukum, yaitu :21 

1. Keadaan (omstandigheid), yang terdiri dari: 

a. Alamiah, misalnya siang hari atau malam hari. Orang 

yang mencuri pada malam hari ancaman 

hukumannya lebih berat daripada mencuri pada 

siang hari: 

b. Kejiwaan, misalnya keadaan normal atau abnormal. 

Orang gila yang melakukan perbuatan melanggar 

hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara 

hukum. 

c. Sosial, misalnya keadaan darurat atau perang. Orang 

yang melakukan perbuatan melanggar hukum pada 

keadaan kebakaran, musibah banjir, dan sebagainya, 

diancam dengan hukuman yang lebih berat. 

Faktor keadaan ini penting untuk mengetahui situasi dan 

kondisi dari dilakukannya suatu perbuatan melanggar 

 
21 Saut Parulian Panjaitan. 2021. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Erlangga, hlm. 84  
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hukum.  

2. Kejadian (gebeurtenis), misalnya kelahiran dan 

kematian, juga memerlukan pembuktian secara hukum 

berupa akta kelahiran atau surat keterangan kematian 

anggota keluarga. 

3. Sikap tindak/perilaku (gedraging), yang dapat 

dibedakan atas : 

a. Sikap tindak/perilaku menurut hukum yang mungkin 

sepihak ( misalnya hibah atau membuat akta waris) 

atau jamak/serempak (misalnya pemilihan umum); 

b. Sikap tindak/perilaku melanggar hukum, berupa : 

1) Pelampauan batas kewenangan (excess de 

pouvoir) dalam hukum tata negara; 

2) Penyalahgunaan kekuasaan (detournement de 

pouvoir) dalam hukum administrasi negara; 

3) Penyelewengan perdata (onrechtmatigedaad) 

dalam hukum perdata: 

4) Peristiwa pidana (strafbaarfeit), dalam hukum 

pidana. 

c.  Sikap tindak/perilaku lainnya, misalnya jual beli 

dalam hukum adat, atau apa yang dalam KUHPerdata 

ex B.W. disebut dengan zaakswaarneming 

(melakukan pengurusan kepentingan orang lain 

tanpa adanya kuasa untuk itu, vide Pasal 1354). 
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Peristiwa hukum merupakan suatu peristiwa dalam 

masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum 

tertentu karena diberi kualifikasi hukum. oleh karena itu, 

untuk mengukurnya dipergunakan ketentuan hukum yang 

berbeda. Jadi, peristiwa hukum sesungguhnya dijumpai 

dalam rumusan kaidah hukum, bukan bagian dari dunia 

kenyataan. Mengenai unsur-unsur dari Teori Peristiwa 

Hukum yaitu sebagai berikut : 

1. Adanya Peristiwa yang diatur oleh hukum 

2. Adanya akibat hukum 

Teori Peristiwa hukum digunakan untuk menjawab 

permasalahan mengenai Tanggung jawab hukum Pejabat 

Pembuat Akta Tanah dari Akta yang dibuatnya. 

b. Teori Pembuktian Perdata 

Hakim bebas untuk menilai pembuktian, sepanjang 

undang-undang tidak mengatur sebaliknya. Dalam hal ini, 

pembentuk undang-undang dapat mengikat Hakim pada 

alat-alat bukti tertentu (misalnya alat bukti surat), sehingga 

Hakim tidak bebas menilainya. Salah satu contohnya adalah 

alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian 

mengikat bagi Hakim maupun para pihak.22 

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir 

 
22 Efa Laela Fakhriah, 2017. Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata.  Bandung: 

Refika Aditama, hlm. 40. 
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Fuady bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan 

tegas ke pundak siapa beban pembuktian (burden of proof, 

burden of  producing evidence) harus diletakkan. Hal ini 

karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh 

hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir 

dari suatu proses hukum di pengadilan, misalnya dalam 

kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat 

membuktikan perkaranya.23 

Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di 

pundak penggugat dan penggugat tidak dapat 

membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah 

perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat 

membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian 

diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak 

dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah 

perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat 

membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan ke 

pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum 

haruslah cukup hati-hati dan adil dan dalam penerapannya. 

Selain itu, hakim juga harus cukup arif. 

Menurut Munir Fuady, beban pembuktian yang 

dimaksud diatas adalah suatu penentuan oleh hukum 

 
23 Munir Fuady. 2006. Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata),  Bandung : PT Citra 

Aditya Bakti,hlm. 45 
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tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang 

dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan 

meyakinkan pihak manapun bahwa fakta tersebut memang 

benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan 

konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat dibuktikan oleh 

pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap 

tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak 

yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan.24 

Unsur-unsur dari Teori Pembuktian, yaitu : 

1. adanya perbuatan hukum yang dipersoalkan 

2. pihak yang menyatakan harus membuktikan. 

Teori Pembuktian Perdata digunakan untuk menganalisis 

mengenai kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam 

membuktikan kebenaran materiil dari akta yang yang 

dibuatnya.  

c. Teori Akibat Hukum 

Akibat hukum secara umum dapat diartikan sebagai 

suatu akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa 

hukum atau perbuatan dari subjek hukum.25 Menurut A. 

Ridwan Halim, yang dimaksud dengan akibat hukum ialah 

semua akibat yang ditimbulkan dari setiap perbuatan 

hukum yang dilakukan oleh subjek hukum kepada objek 

 
24 Ibid. hlm. 46 
25 Nurhayati.2020. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Nusamedia. hlm. 50 
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hukum ataupun akibat lain yang terjadi karena disebabkan 

oleh kejadian-kejadian tertentu yang diatur oleh hukum itu 

dan telah disepakati atau dianggap menjadi suatu akibat 

hukum.26 

Unsur-unsurnya adalah 

1. Adanya subjek hukum 

2. Adanya sebab-sebab dari Peristiwa hukum. 

Teori Akibat Hukum digunakan untuk menganalisis 

mengenai Akibat Hukum dari akta yang cacat hukum.  

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Berdasarkan judul, latar belakang, dan rumusan masalah 

dalam penyusunan Tesis. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

hukum yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian 

kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan dengan 

menganalisa Peraturan-peraturan yang mengatur tentang 

Tanggung Jawab PPAT dalam hal memastikan kebenaran 

materiil suatu akta yang dibuatnya. Dalam hal ini, penulis 

mencari sumber bahan hukum dan menggali informasi dari 

berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah 

yang akan dibahas pada penelitian ini. 

 
26 Ibid. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Tesis ini yaitu ; 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue approach), 

Pendekatan ini dijadikan sebagai hal yang sangat 

diperlukan dalam suatu penelitian, karena penulis 

menelaah peraturan hukum yang berlaku yang 

berkaitan dengan topik permasalahan, namun masih 

dibutuhkan pendekatan lain. sehingga dapat 

menimbulkan-menimbulkan pertimbangan hukum 

lainnya guna menjawab permasalahan terkait penelitian 

ini.27 

b. Pendekatan Teori (Theoretical Approach), yaitu suatu 

penelitian hukum yang  dilakukan dengan cara 

menelaah asas hukum yang melandasinya, juga dapat 

ditelaah mengenai teori hukum yang melandasi norma 

tersebut.28 Pendekatan teori ini penting agar kaidah-

kaidah hukum atau asas-asas hukum yang dibangun 

ditopang dengan teori hukum yang kuat.29 

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu 

pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum 

dapat menjadi suatu pedoman untuk membangun 

 
27 Peter Mahmud Marzuki. 2017. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, hlm.136 
28 Bachtiar, 2019, Metode Penelitian Hukum, Banten: UNPAM Press, hlm. 69 
29 Irwansyah. 2021. Penelitian Hukum : Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi). 

Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 158 
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argumen hukum dalam penyelesaian isu hukum yang 

terjadi. Pandangan dan doktrin hukum akan 

memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-

pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum 

yang memiliki hubungan hukum dengan 

permasalahan.30 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Sumber data merupakan salah satu hal yang diperlukan 

dan penting dalam pembuatan Tesis. Diketahuinya sumber 

data membuat penulis tahu apakah data yang diambil dari 

berbagai literatur didapat dari sumber yang terpercaya atau 

tidak. Yang dimaksud sumber bahan hukum dalam suatu 

penelitian yaitu subjek darimana bahan hukum diperoleh. 

Kesalahan dalam pengambilan bahan hukum akan 

menimbulkan kekeliruan. Maka pada pembahasan terhadap 

suatu masalah pada penelitian ini  akan melesat dari yang 

diharapkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

sumber bahan hukum yaitu; 

1) Bahan Hukum Primer, 

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang 

berasal dari Peraturan Perundang-undangan yang 

berkaitan dengan penelitian ini, yaitu: 

 
30 Ibid. hlm.147 
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a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok Agraria; 

b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris; 

c) Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris;  

d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah pusat dan 

Pemerintah daerah; 

e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah; 

f) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 

Peraturan Jabatan Pembuat Akta tanah; 

g) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 

Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah; 

h) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
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Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

i) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan 

kedua atas Peraturan Menteri negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 

Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah; 

j) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 

1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah. 

k) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah; 

l) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
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Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah; 

m) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan 

2) Bahan Hukum Sekunder, 

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang 

berasal dari buku-buku, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, 

seminar-seminar, dan beberapa sumber lain yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas pada 

penelitian ini. 

3) Bahan Hukum Tersier, 

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang 

sifatnya memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, dsb. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Penulisan Tesis ini menggunakan metode pengumpulan data    

dengan cara Studi kepustakaan. Dimana penulis 

mengumpulkan Bahan Hukum yang tertera dalam penelitian 
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ini dari Peraturan perundang-undangan, buku-buku, doktrin, 

koran dan majalah, publikasi, dokumen resmi, hasil penelitian 

yang berkaitan dengan pembahasan Penelitian ini. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Bahan Hukum diperoleh dari berbagai sumber dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-

macam dan dilakukan secara terus-menerus. Pengumpulan 

data dilakukan dengan studi pustaka. Metode Analisis data 

yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

Metode Deskriptif Analisis, metode ini mendeskripsikan suatu 

persoalan secara objektif, sistematis, dan general. Penulis 

menganalisis isi dari buku, jurnal, dan literatur dan berbagai 

sumber Bahan Hukum lainnya yang membahas mengenai 

Tanggung Jawab PPAT atas kebenaran materiil dari akta yang 

dibuatnya. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Pada tahap ini, penulis menggunakan metode analisis 

kualitatif yaitu dengan  cara mencari atau memahami makna, 

penjelasan, alur sebab akibat dari suatu permasalahan yang 

dibahas, serta menganalisis, menguraikan dan menjelaskan 

bahan hukum yang telah diperoleh secara sistematis, 

kemudian dilakukan interpretasi data yaitu dengan cara 

menelaah Bahan Hukum yang telah tersusun dan kemudian 

ditarik kesimpulan secara deduksi berupa jawaban 
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permasalahan yang dibahas dalam Penelitian. Deduksi ialah 

Penulis menyimpulkan suatu permasalahan dari Penjelasan 

Umum ke Khusus.31 

 
31 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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